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ABSTRAK 

 
Judul penelitian ini adalah Pemeriksaan  Perselisihan Tentang Hasil Pemilu 

Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Bawaslu Tentang Penyelesaian 

Sengketa Proses Pemilu. Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengkaji 

tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilu tanpa ada 

putusan sengketa proses Pemilu dan Menganalisis kedudukan putusan mahkamah 

konstitusi tentang perselisihan hasil pemilu yang berasaal dari sengketa proses 

pemilu. 

 

 Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang bersifat 

perspektif guna mendapatkan jawaban rumusan masalah. Rumusan masalah 

pertama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil 

Pemilu tanpa ada putusan sengketa proses Pemilu.  Rumusan masalah kedua 

membahas kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil 

pemilu yang berasal dari sengketa proses pemilu. 

 

Adapun hasil penelitian adalah : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam 

perselisihan hasil Pemilu tanpa ada putusan sengketa proses Pemilu adalah 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejatinya memiliki peran strategis 

dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia terutama sebagai 

lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi negara. Berdiri di tengah 

sistem politik yang dinamis, MK tidak hanya berperan sebagai pengadilan dalam 

sengketa ketatanegaraan, tetapi juga sebagai institusi yang berkomitmen untuk 

melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh 

UUD NRI 1945. Sejak berdirinya, MK telah memantapkan dirinya sebagai 

lembaga negara yang berperan sebagai pengawal demokrasi dan penjaga 

konstitusi, atau dikenal sebagai the guardian of democracy dan the guard of 

constitution. MK menegakkan peradilan yang adil dengan fokus pada keadilan 

substantif, menghasilkan putusan objektif dan berintegritas yang diterima semua 

pihak. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap peran MK sebagai 

penegak prinsip demokrasi dan konstitusi. 2. Kedudukan putusan Mahkamah 

Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilu yang berasal dari sengketa proses 

Pemilu, bahwa dalam setiap pilpres atau pilleg, pihak yang kalah selalu 

menganggap sebagai pihak yang dicurangi dan meminta penyelesaian melalui 



 

 
 

PHPU di Mahkamah Konstitusi. Melalui saluran hukum ini pihak kalah 

mengharapkan  adanya penyelesaian yang adil. Untuk itu dibuktikan dengan alat 

bukti adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang menang.   

Dalam PMK 3/2023 atau PMK 4/2023  menentukan bahwa PHPU menyangkut 

selisih angka yang disebab kesalahan perhitungan suara. Sudah tentu kesalahan 

perhitungan suara itu terjadi pada saat proses pemilu, sehingga UU sudah 

menugaskan Bawaslu dalam penanganan sengketa proses, maka MK harus 

menolak jika ternyata tidak terdapat dalam permohonan PHPU adanya sengketa 

proses pemilu. Sehingga sengketa proses dengan sengketa hasil pemilu terjadi 

integrasi. 
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ABSTRACT 

 

The title of this research is "Examination of Election Result Disputes in the Constitutional 

Court Based on the Bawaslu Decision on Election Process Dispute Resolution." The 

purpose and purpose of this research is to examine Constitutional Court decisions on 

election result disputes without a decision on election process disputes and to analyze 

the position of Constitutional Court decisions on election result disputes originating 

from election process disputes. 

The research method used is normative law with a perspective to obtain answers to the 

research questions. The first research question discusses Constitutional Court decisions 

on election result disputes without a decision on election process disputes. The second 

problem formulation discusses the position of the Constitutional Court's decision 

regarding election result disputes originating from election process disputes. 

The research results are: 1. The Constitutional Court's decision in the election result 

dispute without any decision on the election process dispute is that the Constitutional 

Court of the Republic of Indonesia actually has a strategic role in maintaining and 

strengthening democracy in Indonesia, especially as an institution that functions to 

guard the country's constitution. Standing in the midst of a dynamic political system, the 

Constitutional Court not only plays a role as a court in state administration disputes, but 

also as an institution committed to protecting the principles of democracy and human 

rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Since its 

establishment, the Constitutional Court has established itself as a state institution that 

plays a role as a guardian of democracy and the guardian of the constitution, or known 

as the guardian of democracy and the guardian of the constitution. The Constitutional 

Court upholds fair trials with a focus on substantive justice, producing objective and 

integrity decisions that are accepted by all parties. This strengthens public trust in the 

role of the Constitutional Court as an enforcer of democratic and constitutional 

principles. 2. The position of the Constitutional Court's decision on election result 

disputes originating from election process disputes, that in every presidential or 



 

 
 

legislative election, the losing party always considers itself to be the party that was 

cheated and requests a resolution through PHPU at the Constitutional Court. Through 

this legal channel, the losing party hopes for a fair resolution. This requires evidence of 

alleged fraud by the winning party. PMK 3/2023 or PMK 4/2023 stipulates that the PHPU 

(Election Dispute Resolution) concerns discrepancies caused by vote counting errors. 

Naturally, these vote counting errors occurred during the election process, and the law 

mandates the Election Supervisory Agency (Bawaslu) to handle process disputes. 

Therefore, the Constitutional Court must reject the PHPU if the PHPU petition does not 

address the election process dispute. This allows the process dispute and the election 

results dispute to be integrated. 
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